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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM)

Menimbang

. a.

TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota
terpilih;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang —
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana telah dirubah untuk
terakhir kalinya dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 dan
ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah, sebagimana telah dirubah dengan
peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009, yang
menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa ...



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 — 2013;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah —

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang

Pembentukan Wilayah/Negara);

. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembar Negara
republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah No0.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintahan Antar Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan ~ Daerah  Propinsi, dan  Pemerintahan = Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evalusai Pelaksanaan rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02 jo. Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2006 nomor 03);

16. Peraturan ...



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2007 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bandung

Tahun 2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Serta Musayawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008
Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota BandungTahun 2009 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-
2013

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
. Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung

3. Walikota adalah Walikota Bandung

4. Dewan ...



10.

11.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Walikota dalam penyelengaraan pemerintah daerah yang
terdiri dari sekertariat daerah, sekertarian DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan terus menerus dan
terencana oleh seluruh komponen di Daerah Untuk mewujudkan visis
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk perioade 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
Program kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta
memeperhatikan RPJM Nasional.

Renacana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD,
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BABII
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2009 —2013

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2009-2013 adalah rencana 5 (lima) tahun yang

menggambarkan:

a. visi ...



